
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 058 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 082 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

Menimbang: 

Mengingat: 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.ng 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tenta.ng Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta.ng Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selata.n (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Polit& (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negera Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 



Menetapkan 
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26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk
Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 14);

30. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubemur Nomor 015 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan
Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 082 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2023. 
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Pasal I 

Seberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan: 

a. Nomor 011 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 082
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 11);

b. Nomor 015 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 15)

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 24 ayat (1)
dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah Semula:

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan 

b. Pendapatan Daerah Serubah:

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan 

c. Selanja Semula:

1. Selanja Operasi

2. Selanja Modal

3. Selanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

Jumlah Belanja 

d. Belanja Berubah:

1. Belanja Operasi

2. Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga

Rp4.045.819.428.033,00 

Rp3. 762. 727 .405.290,00 

Rp 17.767.984.000,00 

Rp7 .826 .314 .81 7 .323 ,00 

Rp4.045.819.428.033,00 

Rp4.091.105. l 41. 786,00 

Rp 17.767.984.000,00 

Rp8.154.692.553.819,00 

Rp4. 718.350.085.624,00 

Rpl .391.673.864.415,00 

Rp 100.000.000.000,00 

Rp 1.517. 773.867 .284,00 

Rp7.727.797.817.323,00 

Rp4.814 .346. 94 7. 780,00 

Rp 1.663.554. 738. 755,00 

Rp 60.500.000.000,00 



4. Belanja Transfer

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

e. Pembiayaan Tetap:
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1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto 

SILPA Tahun Berkenaan 

Rpl.517.773.867.284,00 

Rp8.056. l 75.553.819,00 

Rp98.517 .000.000,00 

Rp 64.320.000.000,00 

Rp162.837.000.000,00 

(Rp98.517.000.000,00) 

Rp0,00 

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 

ROY RIZALI ANWAR 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 
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